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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) 

dalam memberangkatkan atau menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia 

harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara umum ada 3 (tiga) 

tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh P3MI yang merupakan 

tanggung jawab dari perusahaan tersebut berupa pertama perlindungan 

selama bekerja meliputi mempersiapkan dokumen-dokumen terkait 

keberangkatan, proses pendidikan dan pelatihan, magang, serta proses 

pengiriman sampai negara tujuan. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan 

pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kedua, 

Proses selama bekerja, tanggung jawab P3MI pada aspek administrasi dan 

pengawasan kepada pekerja migran Indonesia selama di negara tujuan. Hal 

tersebut diatur di dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017. Ketiga, Proses setelah bekerja beruba tanggung jawab 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkait dengan 

pengurusan kepulangan pekerja migran dari negara tujuan ke Indonesia. Hal 

tersebut diatur di dalam ketentuan pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017.  

2. Tanggung jawab PT. Harcoselaras Sentosa Jaya sebagai salah satu P3MI pada 

tahap sebelum bekerja berupa dilakukannya proses pengumpulan data dan 
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dokumen Calon PMI, proses pendidikan dan pelatihan, hingga proses 

pengirimian ke negara tujuan yaitu ke Malaysia dan Brunai Darussalam. 

Bahwa calon pekerja migran perempuan pada tahap ini seringkali dihadapkan 

pada persoalan ketidakmampuan didalam proses pendidikan dan pelatihan, 

sehingga membutuhkan pendampingan yang intensif oleh pihak perusahaan 

atau P3MI. Pada tahapan selama bekerja, PT. Harcoselaras Sentosa Jaya 

melakukan pengawasan terhadap pekerja migran perempuan dan 

berkoordinasi dengan atase ketenagakerjaan dalam rangka memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pekerja migran 

perempuan tersebut. Selanjutnya pada tahapan setelah bekerja, tanggangung 

jawab perusahaan berupa membantu proses pemulangan pekerja migran ke 

negara asal serta pengurusan jamsostek, asuransi apabila pekerja migran 

meninggal dunia.  

B. Saran 

1. Diharapkan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah agar maksimal 

dalam pelaksanaan dan/atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya 

terkait sosialisasi peraturan perundang-undagan kepada pekerja migran, 

perusahaan penempatan pekerja migrant Indonesia dan masyarakat luas.  

2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diharapkan lebih 

maksimal di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab perusahaan, baik 

pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Berperan 

aktif di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
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oleh pekerja migran yang berada di bawah tanggung jawabnya. Khusus PT. 

Harcoselaras Sentosa Jaya, diharapkan mampu meminimalisir masalah dan 

kendala yang dihadapi, seperti dalam proses pendidikan dan pelatihan guna 

untuk menciptakan Pekerja Migran yang unggul dan berkompeten dalam 

bidangnya. Serta posisi atau jenis pekerjaan yang disiapkan kedepannya agar 

tidak monoton kepada pekerja rumah tangga saja. 

3. Bagi pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran perempuan 

diharapkan mengetahui dan memahami aturan-aturan tentang perlindungan 

pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan terkait hak dan 

kewajibannya. Selain itu, agar calon pekerja migran perempuan dapat 

meningkatkan standar pendidikan dan kompetensinya, agar peluang dan 

kesempatan kerja di luar negeri tidak hanya pada sektor informal saja seperti 

pekerja rumah tangga, tetapi berpeluang untuk bekerja pada sektor formal, 

seperti perawat professional, karyawan perusahaan dan lain sebagainya. 
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